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(Khairani, S.H,. M.Hum.) Dalam Pasal 8 akad rahn (gadai) pada Pegadaian Syariah tentang hasil penjualan marhun (barang yang
digadaikan) ditentukan bahwa jika terdapat uang kelebihan dari hasil penjualan marhun setelah dikurangi marhun bih (utang), bea
penjualan dan bea pembelian adalah milik rahin (yang menyerahkan barang).
Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan  akad  gadai  emas  pada  Pegadaian  Syariah, 
pelaksanaan  penjualan objek gadai oleh pihak  Pegadaian Syariah dan langkah penyelesaian terhadap sengketa kelebihan nilai
lelang objek gadai pada Pegadaian Syariah Sigli.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
bedasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan
dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akad  pemberian  pinjaman  gadai emas dilakukan setelah adanya calon rahin yang ingin
menggadaikan emasnya pada Pegadaian Syariah Sigli yaitu dengan proses yang sangat cepat tanpa mempertimbangkan rahin akan
sanggup melunasi atau tidak, dan pada tahun 2012 terdapat 4 (empat) rahin yang melakukan wanprestasi. wanprestasi ini
menyebabkan   penjualan   barang   jaminan,   penjualan   barang   jaminan   rahin dilalukan dengan sistem lelang syariah dengan
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan marhun,
apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah, hasil
penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan, kelebihan nilai hasil penjualan menjadi hak rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin, pada tahun 2012 terdapat 4
rahin yang tidak dikembalikan kelebihan dari nilai lelang pada Pegadain Syariah Sigli dengan alasan barang jaminan tersebut telah
di ayd-kan (aktiva yang dialihkan). Langkah penyelesaian sengketa kelebihan nilai lelang rahin memilih melaporkan Pegadaian ke
pihak Polres Sigli, oleh karena jalur yang tempuh salah akhirnya Polres Sigli tidak menemukan bukti, hingga saat ini masalah ini
belum terselesaikan.
Disarankan keapada pegadaian syariah untuk menjalankan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana semestinya sehingga
masyarakat yang membutuhkan tambahan modal  tanpa ragu menggunakan jasa Pegadaian Syariah, dan melakukan sosialisasi
langkah penyelesaian sengketa kepada masyarakat.
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